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Santet-HukumanMatiMasih Diperdebatkar

Juni, Panja BawaRUUKUHPke Paripurna

JAKARTA - DPRmengklaim Revisi Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) yangmenjadi payung
hukum penindakan atasberbagaikejahatan
diIndonesia sudah rampung 100%.

Namun, dibalik kesiapan
PanitiaKerja (Panja) membawa
RUUKUHPkesidang
paripurna, terselipbeberapa
poinkrusial yang diprediksi
menimbulkan perdebatan.
Pasalkontroversialituantara
lainsoal penerapanhukuman
matidiIndonesia, tindak
kejahatan santet, pasal
pencabulananak dibawah
urmur, danperzinahan,

MenurutanggotaPanja
RUUKUHP Taufiquihadi,
pasal-pasal tersebut masih
diperlukanmasukan, kajian,
danpandangan miniper fraksi

diDPR. Karenaitu, seusai Hari
RayaldulFitri, PanjaRUU
KUHPakanmendengarkan
pernyataan darimasing-
masingfraksi.
Apabilasudahada
keputusandamkesepakatan,
RUUKUHPituakan dibawake
sidangparipurnauntuk
disahkan menjadiundang-
undang, Diaberharap diHari
Kemerdekaan Republik
Indonesiapada17 Agustus
2018 RUUKUHP sudahbisa
disahkan. “Tinggalkeputusan
fraksi, misalnyahukumanmati
setujuatautidak. Sekali

pertemuan nantisetelah Hari
Rayasudahselesai. Sebelum
Agustus,insyaallahkamibisa
menyelesaikanhal tersebut,
danmenurut sayaJunikami
sudahbisabawakeparipurna,
wjar Taufigdi Jakartakemarin,
Diamengatakan, Panja
sudahsepakat bahwa
hukumanmatiatastindak
pidanadiIndonesiamasihakan
tetap diberlakukan. Tetapi,
menurutanggota Komisi Il
DPRRIitu, Panjaakan tetap
menirita pendapat darifraksi-
fraksidiDPRdalamrapat
pandanganmininanti,

“Sepertihukuman matiitu

tetap diberlakukandalam
kontekskamidiPanja, tetapi
kamiharus tanyakanke fraksi
jugasetujuatautidak. [tuharus
adakeputusan sejumlahpasal
itu, ucapnya.
Taufiqmenjelaskan,

pembahasan RUUKUHP
sebetulnyasudah dibahassejak
lama, Namun, pembahasanini
belumrampung diDPR periode
sebelumnya. Maka,
pembahasanundang-undang
diperiodebaru harus dimulai
dariawallagi. Diperiodeini, dia
mengklaimsudah
menyelesatkan RUUKUHP
100%dengan ratusanpasaldi
dalamnya.

Karenaitu, diamerasa
percayadirikelak payung
hukumituakan segera
disahkanmenjadiundang-
undang, ‘Pengesahan RUU
KUHP akan menjadikado
spesial Hari Kemerdekaan
Indonesiapada17Agustus
2018nantidariDPR,”
ungkapnya.

Taufiqmenilai stkap Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
yangmengirimsuratke
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PresidenJokoWidodo
(Jokow) terkait penolakan
RUUKUHPtidaketis. “Sikap
KPK tersebut menurut saya
- tidaketis sama sekali, Kalaudia
adalahanggotalembaga, dia
bukan pembuatundang-
undang, tapidiapelaksana
undang-undang,” gugatnya.
Menurut politikus NasDem
ini, stkaplembagaantirasuah
yang mengirimsuratitumeru-
pakanbentuk tekanan ke Ke-
palaNegara. Diamenegaskan,
halitutidak seharusnya dilaku-
kan olehlembagasekelas KPK.
“Kalaumerekatidaksetuju, ya
keluar dari KPK, bukan meme-
ngaruhi Presiden,” tuturnya,
Presiden, katadia,
merupakan pihak eksekutif
yangmenjadisinergiutama
darilegislatif dalam membuat
suatuundang-undang, Karena
itu, Taufigmenyebut apabila

dalam perjalanannya Presiden
terpengaruh dengandalil KPX,

 halitumerusakritmekerja dari

PanjaRUUKUHP. “Kalau
misalnyadalam perjalanan
tiba-tibaadaperubahansikap
dariPresiden, ituakan
merusakritmepekerjaan
Panja,"keluhnya,

Sebaliknya, pengamat
hukum Umar Husin menyebut
sikap penolakan KPK dianggap
sahdalam negarademokrasi.
Namun, diamengingatkan
bahwa penolakanlembaga
antirasuahtidakboleh
berbelokkebentuk ancaman.
“Apalagimenyandera Presiden,
seakan-akanbeginikalautidak
begini. Presiden itu pemimpin
dipiliholehrakyat, KPKitu
instrumennya Presiden, polisi,

jaksa, instrumennya eksekutif,
jadijangan mengancam-

ancam, tolak Umar.
h

KPK, vjarnya.

Disisilain, diameyakini
bahwa tidakadaupayapele-
mahan KPKdariDPR. “Saya
jamin tidak akan ada pelemah-
an, tapikalau Presiden menu-
ruti, kalauAndabayangkan,
semuainstitusimengancam -
pimpinanmauapahilang
wibawanegeriini,"katanya.

Wakil Ketua KPK Laode M
Syarif sebelumnyaberpan-
dangan, apabilapemerintah
danDPR tetapngotot mema-
sukkan tindak pidanakorupsi
dalam RUUKUHP, maka tin-
dakanitubakal berakibat pada
pelemahan dalam pemberan-
tasankorupsi. Sebab, nantinya
KPK akan dibatasidalamhal
memberangus praktikkorupsi
diTanahAir. “Sementaradalam
RUUKUHPtidakadapenegas- -
ansoal kewenanganlembaga
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